
Universitas Indonesia Library >> UI - Tesis Membership
 
Kewenangan Pengadilan Niaga Indonesia dalam Perkara Kepailitan
terhadap Badan Hukum Asing (Studi Kasus Diantara PT. First Media
Tbk dan AcrossAsia Limited) = The Authority of The Indonesian
Commercial Court in Bankcrupty Poceedings againts Foreign Legal
Entity: (Case Study between PT. First Media Tbk and AcrossAsia
Limited).
Chika Unique Putrinda, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=20501116&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

Para pelaku usaha semakin banyak melakukan transaksi dagang yang sifatnya lintas batas negara atau

dikenal dengan perdagangan internasional. Salah satu bentuk transaksi dagang yang dilakukan pembiayaan

usaha dagang yang dituangkan dalam perjanjian utang-piutang. Perbedaan yuridiksi hukum tidak membatasi

dilaksanakannya suatu perjanjian, yaitu perjanjian yang dilakukan diantara diantara Badan Hukum Indonesia

dan Badan Hukum Asing. Adanya perbedaan yuridiksi tersebut menimbulkan permasalahan, yaitu hukum

mana yang mengatur serta forum mana yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara

para pihak, dimana masing-masing negara memiliki aturan hukumnya sendiri. Hal ini juga berkaitan dengan

kondisi bila salah satu pihak mengajukan upaya hukum penyelesaian sengketa melalui permohonan

pernyataan pailit di Pengadilan Niaga. Permasalahan timbul karena terdapat dua kewenangan pengadilan

niaga dari dua negara berbeda untuk mengadili perkara kepailitan, dimana Debitur merupakan Badan

Hukum Asing yang memiliki yuridiksi hukum di luar negeri dan tidak memiliki kegiatan usaha yang

dilakukan di suatu kantor pusat di Indonesia. Sementara di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

tidak mengatur mengenai dengan jelas permasalahan kepailitan antara negara tersebut atau yang dikenal

dengan kepailitan lintas batas negara. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka dalam penelitian ini

akan dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa

berdasarkan asas kebebasan berkontrak para pihak dapat menentukan sendiri isi perjanjian, seperti

memasukan ketentuan mengenai pilihan hukum (choice of law) dan pilihan forum (choice of forum). Hal ini

menjadikan Pengadilan Niaga Indonesia memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutus perkara

kepailitan berdasarkan penunjukan hukum dan yuridiksi Indonesia yang dituangkan oleh para pihak di

dalam klausula perjanjian.

......Business actors increasingly carry out trade transactions that are cross-border in nature or known as

international trade. One form of trade transactions conducted trade business financing as outlined in the

debt-receivable agreement. Differences in legal jurisdiction do not limit the implementation of an

agreement, that is, an agreement between the Indonesian Legal Entities and Foreign Legal Entities. The

difference in jurisdiction raises problems, namely which laws govern and which forums are authorized to

resolve disputes between parties, where each country has its own legal rules. This also relates to the

condition if one party submits a legal remedy for dispute resolution by requesting a bankruptcy statement at

the Commercial Court. The problem arises because there are two commercial court authorities from two

different countries to adjudicate bankruptcy cases, where the Debtor is a Foreign Legal Entity that has legal

jurisdiction abroad and does not have business activities conducted at a head office in Indonesia. While Law

No. 37/2004 does not clearly regulate bankruptcy issues between these countries or known as cross-border
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bankruptcy. To answer these problems, this research will be conducted using the normative juridical

research method. From this study it can be concluded that based on the principle of freedom of contracting

the parties can determine their own contents of the agreement, such as entering provisions regarding choice

of law and choice of forum. This makes the Indonesian Commercial Court have the authority to try and

decide bankruptcy cases based on the appointment of Indonesian law and jurisdiction as outlined by the

parties in the agreement clause.


